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Prakata

ukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi,
dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem
politik. Hal ini mencakup konstitusi, organisasi pemerintahan, hak-hak dan
kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam hukum tata negara, prinsip-prinsip demokrasi, supremasi konstitusi,
pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting.

Perkembangan hukum tata negara sering kali berkaitan erat dengan
sejarah politik suatu negara. Faktor-faktor seperti perubahan rezim, revolusi,
dan perkembangan sosial mendorong evolusi sistem tata negara. Sistem
tata negara yang berbeda, seperti republik, monarki, atau federasi memiliki
aturan dan prinsip tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai masyarakatnya.

Hukum tata negara juga memainkan peran penting dalam menjaga
keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan. Prinsip
pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi
landasan bagi sistem demokrasi yang stabil serta berfungsi. Perlindungan hak
asasi manusia juga menjadi fokus utama dalam upaya menjaga supremasi
hukum dalam tata negara.



Dalam era globalisasi saat ini, hukum tata negara tidak hanya relevan
dalam konteks domestik, tetapi juga dalam hubungannya dengan hukum
internasional. Konsep-konsep seperti kedaulatan negara, keterbukaan terh-
adap perdagangan dan investasi asing, serta perlindungan lingkungan hidup
menjadi bagian dari dinamika hukum tata negara dalam menghadapi tanta-
ngan abad ke-21.
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NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Pengertian Negara

Secara istilah “negara” berasal dari kata-kata asing, seperti staat dalam bahasa
Belanda dan Jerman, state dalam bahasa Inggris, dan etat dalam bahasa
Prancis. Asal-usul istilah staat memiliki sejarah tersendiri yang dimulai pada
abad ke-15 di Eropa Barat. Umumnya dipercayai bahwa kata staat, state, dan
etat berasal dari bahasa Latin, yaitu status (Huda, 2013: 1).

Secara terminologi, negara diartikan sebagai entitas tertinggi di antara
suatu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan untuk bersatu, tinggal
dalam suatu wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Definisi



ini mencakup nilai-nilai konstitutif yang merupakan ciri dari negara berdau-
lat—masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat (Ubaedillah,
2008: 84).

Beberapa pakar ahli telah menyampaikan pandangan mereka mengenai
konsepsi negara. Penjelasan dari pandangan beberapa ahli terkemuka tentang
pengertian negara adalah sebagai berikut (Damsar, 2010: 101—102).

1. Menurut Krasner negara adalah entitas yang terdiri dari sejumlah fungsi
dan lembaga. Fungsi-fungsi ini meliputi berbagai peran yang dilakukan
oleh negara dalam mengatur masyarakat, seperti legislatif, eksekutif, dan
yudikatif. Sementara lembaga-lembaga ini mencakup struktur organisa-
si formal yang mengelola kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, ne-
gara memiliki motivasi dan tujuan unik yang berbeda dari kepentingan
kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat.

2. Menurut Eric Nordlinger negara dapat dipandang sebagai agregat indi-
vidu yang menduduki posisi-posisi tertentu yang memberi mereka
kewenangan untuk membuat serta menegakkan keputusan yang
memiliki pengaruh terhadap keseluruhan segmen masyarakat. Dalam
pandangan Nordlinger, hal ini mencakup pejabat-pejabat pemerintah
di berbagai tingkatan, termasuk level eksekutif, legislatif, dan yudikatif
yang memiliki peran krusial dalam proses perumusan kebijakan serta
implementasinya.

3. Menurut Marxian negara pada dasarnya dipandang sebagai sebuah
wujud dari kepentingan pribadi para kapitalis yang berfungsi sebagai
alat untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik. Dengan kata lain, negara
dianggap sebagai pelaksana dari kepentingan kelas tertentu, yaitu para
pemilik modal atau kapitalis.

4. Menurut Aristoteles, negara adalah entitas yang terdiri dari semua
individu dalam masyarakat yang bersatu untuk mencapai kebaikan
bersama. Dalam konteks ini, tujuan utama negara adalah mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh anggotanya dan dianggap sebagai wadah
kolaborasi serta kerja sama. Negara menjadi tempat di mana individu
bekerja bersama demi kepentingan bersama. Manusia sebagai bagian
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dari masyarakat dan anggota negara secara intrinsik cenderung mencari
yang terbaik untuk diri mereka sendiri serta masyarakat sekitarnya.

5. Menurut Kranen Burg negara adalah sistem kewajiban umum dan
struktur organisasi yang mengacu pada serangkaian tugas yang diatur
serta dilaksanakan untuk memenubhi aspirasi, kebutuhan, dan harapan
masyarakat di suatu negara. Dalam konteks ini, tugas-tugas tersebut
meliputi beragam aktivitas, kebijakan, dan program yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan seluruh anggota
masyarakat.

Dari berbagai pandangan ahli seperti Krasner, Nordlinger, Marxian,
Aristoteles, dan Kranen Burg dapat disimpulkan bahwa peran negara dalam
masyarakat sangat kompleks. Negara tidak hanya terdiri dari struktur peme-
rintahan dan lembaga-lembaga formal, tetapi juga mencerminkan beragam
kepentingan serta motivasi di antara masyarakatnya.

Dengan demikian, peran inti negara tetap sebagai regulator dan peme-
gang kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, serta politik.
Selain itu, negara juga dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu,
baik yang bersifat umum maupun yang menguntungkan kelompok-kelom-
pok tertentu dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman tentang negara tidaklah tunggal, tetapi
melibatkan berbagai perspektif yang dapat memberikan sudut pandang yang
beragam. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang sifat dan peran negara,
satu hal yang pasti adalah bahwa negara tetap menjadi aktor sentral dalam
pembentukan serta pengaturan kehidupan sosial dan politik di masyarakat.

Bentuk Negara

Dalam berbagai sumber literaturee hukum dan penggunaan sehari-hari,
konsep bentuk negara (staatsvorm) sering kali bertabrakan dengan konsep
bentuk pemerintahan (regeringsvorm). Hal ini tecermin dalam Konstitusi
Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara
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kesatuan yang berbentuk republik”. Dari pasal ini, dapat dipahami bahwa para
pendiri Indonesia sangat menekankan pentingnya konsep negara kesatuan
sebagai definisi hakiki negara Indonesia (Asshiddigie, 2005: 257).

Bentuk negara menjadi pemisah antara perspektif sosiologis dan geogra-
fis terhadap negara. Pendekatan sosiologis mengacu pada penilaian menyelu-
ruh negara tanpa mempertimbangkan isinya, sementara pendekatan yuridis
hanya memperhatikan struktur dan isi negara (Jamaludin, 2015).

Bentuk negara atau sistem pemerintahan dari suatu negara memegang
peran penting dalam menentukan identitasnya dan dalam konteks hubungan
internasional. Di seluruh dunia, terdapat lebih dari 200 negara dengan berba-
gai sistem politik yang beragam. Tidak semua negara memiliki bentuk yang
sama, perbedaan ini juga mencerminkan variasi dalam cara negara-negara
tersebut menjalankan hubungan internasional. Secara umum, bentuk negara
dan sistem pemerintahannya dapat dibagi menjadi dua kategori utama
republik serta monarki (Nuruddin, 2022: 166)

Adapun penjelasan dari dua sistem pemerintahan tersebut di antaranya
sebagai berikut.
1. Bentuk republik
Asal kata republik berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari “res” yang
berarti “kekuasaan” dan “publika” yang berarti “rakyat’, menunjukkan
bahwa dalam negara republik, kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam
republik, pemimpinnya disebut presiden yang bisa juga berperan sebagai
kepala pemerintahan atau kepala negara. Di beberapa republik, seperti
Indonesia pada awal kemerdekaannya hingga tahun 1960-an, peran kepala
pemerintahan dipegang oleh perdana menteri (Nuruddin, 2022: 167).

Terdapat tiga macam bentuk negara republik. Adapun penjelasan
dari ketiga bentuk negara republik di antaranya adalah sebagai berikut
(Farkhani, 2016: 30—37).

a. Republik absolut

Bentuk pemerintahan republik absolut adalah sistem di mana

kekuasaan tertinggi dikuasai oleh seorang pemimpin atau kelompok

kecil, tanpa ada pembatasan konstitusional yang signifikan.
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Dalam sistem ini, pemimpin atau kelompok tersebut memi-
liki kendali mutlak atas kebijakan politik, ekonomi, dan hukum
tanpa harus mempertanggungjawabkan keputusan mereka kepada
lembaga legislatif atau badan-badan independen. Contoh sejarah-
nya pada Republik Romawi Kuno pada masa republik diktator dan
rezim otoriter di berbagai negara pada abad ke-20.

b. Republik konstitusional
Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi diatur oleh
konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara. Dalam sistem ini,
kekuasaan dibagi antara cabang-cabang pemerintahan, termasuk
eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip pemisahan keku-
asaan serta checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan.

Sementara itu, hak-hak sipil dan politik warga negara dilin-
dungi serta prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum
bebas dan adil ditegakkan. Dengan demikian, republik konstitu-
sional menekankan supremasi hukum, prinsip demokrasi, dan
perlindungan hak individu.

c.  Republik parlementer

Bentuk pemerintahan republik parlementer adalah sistem di mana
kekuasaan eksekutif terletak pada parlemen. Perdana menteri yang
biasanya adalah pemimpin partai politik mayoritas di parlemen,
bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dipecat jika kehi-
langan dukungan mayoritas. Sistem ini responsif terhadap peru-
bahan politik, tetapi rentan terhadap ketidakstabilan jika terjadi
ketidaksesuaian antara eksekutif dan legislatif.

2. Bentuk monarki
Sistem pemerintahan monarki adalah bentuk negara yang dipimpin oleh
seorang raja yang kedudukannya diwariskan secara turun-temurun dan
berlangsung seumur hidup. Selain raja, kepala negara dalam monarki
juga bisa berupa kaisar atau syah, seperti kaisar Jepang atau syah Iran.
Beberapa contoh negara dengan sistem monarki adalah Inggris, Belanda,
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Norwegia, Swedia, dan Thailand (Nuruddin, 2022: 169). Terdapat bebe-
rapa sistem dalam bentuk negara monarki, di antaranya adalah sebagai
berikut.

a. Monarki mutlak atau absolut yang merujuk pada sistem di mana
seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas sehingga perin-
tah yang dikeluarkan oleh raja dianggap sebagai undang-undang
yang harus ditaati. Dalam konteks ini, kehendak raja dianggap
sebagai kehendak rakyat. Salah satu pernyataan terkenal yang
menggambarkan konsep ini adalah ucapan Raja Louis XIV dari
Prancis, “letat cest moi” yang berarti “negara adalah saya”.

b. Monarki konstitusional merujuk pada sistem di mana kekuasaan
raja dibatasi oleh sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
Dalam sistem ini, raja tidak memiliki kewenangan untuk bertindak
melawan konstitusi. Segala tindakannya harus didasarkan pada dan
sesuai dengan isi konstitusi.

c.  Monarki parlementer adalah sistem di mana terdapat parlemen
yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap para menteri. Dalam
sistem ini, raja sebagai kepala negara adalah simbol kesatuan negara
dan tidak dapat digugat (the king can do no wrong). Tanggung
jawab kebijakan pemerintah dipegang oleh para menteri, baik
secara kolektif maupun individu sesuai bidangnya melalui sistem
pertanggungjawaban menteri yang mencakup tanggung jawab
politik, hukum, dan keuangan.

Bentuk negara kesatuan

Sistem di mana pemerintah pusat memiliki otoritas tertinggi tanpa
campur tangan yang signifikan dari pemerintah daerah. Dalam sistem
ini, pemerintah pusat mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, poli-
tik, dan ekonomi di seluruh wilayah negara, sedangkan pemerintah
daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Contoh negara kesatuan
yang terkenal termasuk Prancis, Jerman, dan Indonesia (Nuruddin,
2022: 170).

HUKUM TATA NEGARA




Negara kesatuan adalah entitas berdaulat yang umumnya memiliki
wilayah luas yang dikelola secara terpusat di bawah pemerintahan pusat.
Sementara pemerintah daerah atau penguasa daerah hanya melaksana-
kan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diatur dalam
kerangka peraturan perundang-undangan (Asshiddique, 2005: 283).

Konsep negara kesatuan menekankan otoritas pusat dalam mengatur
wilayah dan kebijakan, sedangkan federasi menyoroti keseimbangan kekua-
saan antara pemerintah pusat serta daerah. Dengan demikian, pemahaman
yang mendalam tentang berbagai bentuk negara menjadi kunci untuk mema-
hami prinsip-prinsip dasar pemerintahan suatu negara dan dampaknya
terhadap kehidupan masyarakat serta stabilitas politik.

Susunan Negara

Menurut C.E Strong susunan negara, baik federal maupun kesatuan memiliki
pentingnya tersendiri dalam konteks negara konstitusional. Strong menya-
takan bahwa setiap negara konstitusional modern dapat diklasifikasikan
sebagai unitaris atau federal. Baik dalam negara federal maupun kesatuan,
prinsip sentralisasi dan desentralisasi diterapkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan (Strong, 2019).

Secara esensial, sentralisasi dan desentralisasi bukanlah dua hal yang
berbeda secara mutlak, melainkan suatu kontinum. Hal ini berarti tidak
ada negara yang sepenuhnya menganut sentralisasi saja, begitu pula dengan
desentralisasi sehingga tidak ada pengaturan yang benar-benar bersifat
sentral secara nasional (Prasojo, 2006: 2—3).

Dalam negara kesatuan, tugas-tugas yang tidak dilimpahkan kepada
pemerintah pusat akan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
prinsip desentralisasi. Sebaliknya dalam negara federal, kekuasaan pemerin-
tah pusat berasal dari negara bagian yang setuju dengan konstitusi bersama
karena negara bagian menjadi pembentuk negara federal.

Negara bagian merupakan elemen dasar dalam susunan negara federal.
Negara dengan sistem ini, pelaksanaan tugas dan kewenangan dilakukan oleh
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SEJARAH HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Setelah kemerdekaan pada 1945, Indonesia mengalami serangkaian peru-
bahan signifikan dalam hukum tata negaranya. Penetapan UUD 1945 pada
18 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah yang menandai langkah awal
pembentukan negara Indonesia. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
negara telah mengalami beberapa kali amendemen untuk menyesuaikan
dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara.

Proses perubahan ini menggarisbawahi dinamika politik, sosial, dan
hukum yang terus berlangsung di Indonesia pascakemerdekaan. Dengan
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perubahan tersebut, struktur pemerintahan dan pengaturan kekuasaan
negara mengalami transformasi untuk mencapai tujuan negara yang lebih
inklusif, demokratis, serta progresif.

Dalam sistem ketatanegaraan pada masa itu, jika ditinjau dari isi UUD
1945 terlihat bahwa MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan
bertindak sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sebagian dari kekuasaan
tersebut dialihkan oleh MPR kepada lembaga-lembaga lain yang berada di
bawahnya (opdracht van bevogheid).

Oleh karena itu, lembaga-lembaga seperti DPR, Presiden, BPK, DPA,
dan MA berada di bawah kendali MPR (untergeordnet). Presiden dan DPR
mendapat mandat dari MPR untuk bidang eksekutif, legislatif, dan kontrol
legislatif sehingga Presiden serta DPR perlu bekerja sama terutama dalam
proses pembentukan undang-undang (Yusa, 2019: 59).

Meskipun Presiden bertanggung jawab atas pemerintahan, tetapi harus
memperhatikan pendapat DPR, meskipun tidak bertanggung jawab secara
langsung dan DPR tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan
Presiden termasuk menteri-menteri negara karena sesuai dengan sistem
presidensil yang diatur dalam UUD 1945. Meskipun demikian, DPR berhak
meminta sidang istimewa kepada MPR jika Presiden dianggap melanggar
ketentuan negara.

Dalam praktik pemerintahan saat ini, kekuasaan presiden sangat luas.
Selain mengendalikan pemerintahan negara, presiden juga memiliki wewe-
nang terhadap lembaga MPR, DPR, dan DPA selama lembaga-lembaga
tersebut belum terbentuk.

Berdasarkan penejelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa periode
proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam sejarah hukum tata negara
Indonesia mencerminkan perjuangan panjang dalam menegakkan kedau-
latan dan merumuskan sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai
nasional. Dari segi historis, periode ini menandai titik balik dalam evolusi
hukum tata negara Indonesia menuju kemerdekaan.

Perjalanan panjang ini tidak lepas dari perjuangan keras para pemimpin
dan tokoh bangsa yang berjuang untuk mengukuhkan fondasi negara yang
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merdeka serta berdaulat. Dengan demikian, periode proklamasi kemerde-
kaan merupakan tonggak sejarah yang penting dalam pembentukan hukum
tata negara Indonesia yang menandai awal dari perjalanan menuju negara
yang demokratis, berdaulat, dan berkeadilan.

Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945—
17 Agustus 1950

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus

1945, Belanda masih mempertahankan klaim atas Hindia Belanda—wila-

yah bekas jajahannya yang masih berada di bawah pengaruh Kerajaan

Belanda. Beberapa alasan dari sejarah yang terjadi pada periode konsti-

tusi RIS 27 Desember 1945—17 Agustus 1950 adalah sebagai berikut

(Nuruddin, 2022: 83).

1. Menurut ketentuan hukum internasional, suatu wilayah yang telah
diduduki sebelum perubahannya statusnya masih dianggap sebagai
bagian dari entitas asalnya. Dalam hal ini, Hindia-Belanda yang di-
duduki oleh pasukan militer Jepang tetap dianggap sebagai bagian
dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, setelah Jepang menyerah,
kedaulatan atas Hindia-Belanda kembali kepada kerajaan Belanda
sebagai pemilik atau penguasa semula (Tenripandang, 2016).

2. Perjanjian pascaperang yang dikenal sebagai Perjanjian Postdam meru-
pakan kesepakatan yang dibuat menjelang berakhirnya Perang Dunia
IT antara negara Sekutu dengan Jepang, Italia, dan Jerman. Perjanjian
ini menetapkan bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia II, wilayah
yang telah diduduki oleh ketiga negara tersebut akan dikembalikan
kepada penguasa asalnya. Berdasarkan perjanjian ini, Belanda meng-
klaim kedaulatan atas Hindia-Belanda secara sah.

Agar dapat mengakhiri konflik tersebut, Indonesia dan Belanda
mengadakan perundingan pada tanggal 25 Maret 1947 di Linggarjati
yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut.
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a. Belanda mengakui bahwa Republik Indonesia memiliki kendali
faktual atas Jawa, Madura, dan Sumatra, sedangkan di wilayah
lainnya kekuasaan tetap berada di bawah kendali Belanda.

b. Belanda dan Indonesia akan berkolaborasi dalam proses pemben-
tukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan sebuah
entitas politik yang terdiri dari berbagai negara bagian yang bersatu
di bawah satu kesatuan federal.

c. Belanda dan Indonesia akan menggagas pembentukan Uni
Indonesia-Belanda. Namun, hasil dari perundingan tersebut
menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Belanda dan
Indonesia mengenai masalah kedaulatan Indonesia-Belanda.

Pada periode Konstitusi RIS yang berlangsung dari 27 Desember
1945—17 Agustus 1950, Indonesia menyaksikan dinamika yang signifikan
dalam perkembangan sistem hukum tata negara. Dalam kaitannya dengan
konstitusi, terjadi evolusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menuju kerangka
federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sebuah kesatuan
politik yang inklusif, mengakomodasi keberagaman etnis dan kultural di
Indonesia. Dengan demikian, periode Konstitusi RIS ditandai dengan peru-
bahan signifikan dalam tata negara Indonesia, terutama dengan pengun-
duran diri negara-negara bagian dari federasi dan pengembalian Indonesia
menjadi negara kesatuan.

Proses ini mencerminkan perjalanan yang kompleks dalam pemben-
tukan identitas negara Indonesia dan pembangunan sistem pemerintahan
yang stabil. Dengan demikian, periode ini memiliki arti penting dalam
sejarah hukum tata negara Indonesia karena memberikan landasan bagi
penyempurnaan struktur politik dan konstitusi yang akan datang, kemudian
memunculkan Undang-Undang Dasar 1950 dan konstitusi negara kesatuan
Indonesia.
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Periode 17 Agustus 1950—5 Juli 1959

Dalam rentang waktu 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, Indonesia meng-
alami transformasi penting dalam perkembangan hukum tata negaranya.
Periode ini ditandai oleh peralihan dari sistem pemerintahan Republik
Indonesia Serikat (RIS) menuju negara kesatuan Republik Indonesia (RI)
yang terwujud melalui penggantian Konstituante Republik Indonesia Serikat
(KRIS) dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik
Indonesia, yang diberlakukan melalui Undang-Undang Federal Nomor 7
Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia
Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
(Wijaya, 2021).

Namun saat ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang
Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia mengalami peru-
bahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan ini menandai lang-
kah penting dalam proses konsolidasi negara kesatuan Indonesia setelah
masa federalisme.

Periode ini juga ditandai dengan penyelesaian konflik dengan Belanda
melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Konferensi ini menjadi
momen krusial dalam diplomasi yang mengakui kedaulatan penuh
Indonesia, mengakhiri masa kolonialisme Belanda yang telah berlang-
sung selama berabad-abad. Pengakuan internasional terhadap kedaulatan
Indonesia menjadi landasan penting dalam upaya pembangunan dan
konsolidasi negara baru ini.

Sementara itu, periode ini menyaksikan pertumbuhan politik dan
konstitusional di Indonesia. Pemerintah dan lembaga legislatif mulai meng-
konsolidasikan kekuasaan mereka dalam kerangka negara kesatuan yang
baru. Namun, kestabilan politik tidak selalu mudah tercapai karena terda-
pat persaingan politik yang sengit, termasuk ketegangan antara kelom-
pok-kelompok politik, agama, dan etnis yang menjadi tantangan utama bagi
konsolidasi negara serta penegakan hukum selama periode ini (Fadli, 2019).
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Secara keseluruhan, rentang waktu 17 Agustus 1950—5 Juli 1959 meru-
pakan masa yang sangat penting dalam sejarah hukum tata negara Indonesia.
Peralihan dari sistem federalisme RIS menuju negara kesatuan RI, penyele-
saian konflik dengan Belanda, dan proses konsolidasi politik serta konstitusi-
onal di dalam negeri menjadi bagian integral dari evolusi Indonesia menuju
negara yang lebih kokoh dan stabil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sejarah hukum tata negara
Indonesia yang terjadi pada periode 17 Agustus 1950—5 Juli 1959 Indonesia
mengalami transformasi yang signifikan dalam sejarah hukum tata nega-
ranya. Peralihan dari sistem federalisme RIS menuju negara kesatuan RI,
penyelesaian konflik dengan Belanda, dan proses konsolidasi politik serta
konstitusional di dalam negeri menjadi bukti konkret dari evolusi yang kuat
menuju negara yang lebih kokoh dan stabil.

Keseluruhan proses ini menegaskan bahwa tekad Indonesia untuk
merdeka dan mengukuhkan kedaulatannya di mata dunia. Dalam konteks
ini, periode tersebut menjadi tonggak penting dalam pembentukan fondasi
hukum tata negara Indonesia yang modern dan mandiri, yang menjadi
landasan bagi pembangunan masa depan negara tersebut.

Periode 5 Juli 1959—1966

Seiring dengan perkembangan tata negara yang terjadi pada periode 1959—
1966, Undang-Undang Dasar 1945 tetap menjadi landasan konstitusi yang
berlaku. Periode ini mencakup rentang waktu ketika Indonesia sedang meng-
alami dinamika politik dan sosial yang signifikan. Pada saat itu, negara sedang
berusaha untuk mengkonsolidasikan sistem pemerintahan dan mengatasi
berbagai tantangan yang dihadapi (Kusnardi, 1983: 96).

UUD 1945 yang sudah berlaku atas dasar dekret Presiden tanggal 5 Juli
1959 terdiri dari pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal,
empat aturan peralihan, dan dua aturan tambahan, serta penjelasan. Seperti
halnya dengan UUD 1945 yang pertama kali diberlakukan pada tanggal 18
Agustus 1945, UUD 1945 yang berlaku kembali melalui dekret ini juga masih
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dianggap sementara karena belum ditetapkan oleh MPR, meskipun kemu-
dian disahkan oleh TAP MPRS XX/MPRS/1966 jo TAP MPR V/MPR/1973
(Nuruddin, 2022: 90—91).

Dengan dipulihkannya keberlakuan UUD 1945, terjadi perubahan
mendasar dalam landasan ketatanegaraan dan struktur pemerintahan
Indonesia. Transisi ini mencakup pergeseran dari prinsip demokrasi liberal
menjadi demokrasi terpimpin, serta dari sistem parlementer menuju sistem
presidensial.

Sejak dikeluarkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, praktik ketat-
anegaraan belum terlaksana secara tulus dan konsisten. Terdapat banyak
penyimpangan yang terjadi, baik dari segi struktur lembaga negara,
sistem pemerintahan, maupun aspek hukum yang sering kali tidak sejalan
dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Terdapat beberapa permasalahan
utama yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan, terutama berkaitan
dengan konsep demokrasi terpimpin di antaranya adalah sebagai berikut
(Nuruddin, 2022: 92—94).

1. Presiden menunjuk Wakil Perdana Menteri III, yaitu Chairul Saleh un-
tuk melakukan penunjukan ketua MPRS. Sementara itu, pengangkat-
an wakil ketua MPRS dilakukan oleh partai-partai besar yang dipim-
pin oleh mereka serta oleh wakil ABRI yang masing-masing menjabat
sebagai menteri tanpa memimpin departemen.

2. Pembubaran dewan perwakilan rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955
terjadi akibat penolakan RAPBN yang diajukan pemerintah pada tahun
1960. Sebagai respons, Presiden membentuk dewan perwakilan rakyat
gotong royong (DPR GR) di mana seluruh anggotanya dipilih langsung
oleh presiden. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945
karena menurut konstitusi, presiden tidak memiliki wewenang untuk
membubarkan DPR.

3. Dewan pertimbangan agung sementara (DPAS) dipimpin langsung
oleh presiden. Tugas DPAS adalah memberikan jawaban atas perta-
nyaan presiden dan mengajukan usulan kepada pemerintah. Secara
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BAB Il

KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

Pengertian Hukum Tata Negara

Di kalangan pakar hukum, terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi
hukum tata negara yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan
pandangan di antara mereka, lingkungan, dan sistem hukum yang mereka
anut. Adapun definisi-definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli
adalah sebagai berikut.
1. L.J. Van Apeldoorn
Van Apeldoorn menggunakan istilah “hukum negara” sebagai pengganti
istilah “hukum tata negara”. Istilah “hukum negara” memiliki makna
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yang luas dan sempit. Secara luas, “hukum negara” mencakup hukum
administrasi.

Sedangkan secara sempit, istilah ini merujuk pada individu yang
memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.
Untuk membedakannya dari hukum administratif, hukum negara juga
dikenal sebagai hukum konstitusional (droit constitutionel, verfassung-
sreht) karena mengatur konstitusi atau susunan negara (Asshiddigie,
2006: 18).

Cornelis Van Vollenhoven

Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum tata negara terdiri dari
serangkaian peraturan hukum yang membentuk badan-badan sebagai
instrumen suatu negara dengan memberikan kewenangan kepada
badan-badan tersebut. Hukum ini juga membagi tugas-tugas pemerin-
tahan kepada berbagai badan negara, baik yang memiliki kedudukan
tinggi maupun rendah (Prodjodikoro, 1981: 2).

J.H.A. Logemann

Pendapat Logemann menjelaskan bahwa hukum tata negara adalah
aturan yang mengatur struktur organisasi pemerintahan. Dia mengata-
kan bahwa negara merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari berba-
gai jabatan. Konsep utama dalam hukum tata negara adalah jabatan.

Menurut Logemann, jabatan dianggap sebagai entitas yang khas
dalam hukum tata negara. Dia mendefinisikan jabatan sebagai posisi
kerja yang tetap dengan batasan yang jelas, disediakan untuk diisi oleh
pejabat yang ditunjuk dan mewakili jabatan tersebut secara individu
dalam tindakan mereka. Oleh karena itu, perlu untuk menjelaskan
konsep ini dengan jelas.

Moh Mahfud MD

Moh Mahfud MD membagi hukum tata negara menjadi dua aspek,
yakni “hukum” dan “negara” Hukum mengatur perilaku individu dalam
masyarakat dan ditegakkan dengan sanksi, sementara negara adalah
organisasi tertinggi dalam masyarakat yang bertujuan bersatu, mene-
tap dalam wilayah tertentu, dan memiliki pemerintahan berdaulat.
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Dengan demikian, hukum tata negara merupakan aturan yang mengatur
hubungan antara individu dan negaranya (MD, 2001: 63—64).

Berdasarkan pemikiran ahli seperti Van Apeldoorn, Van Vollenhoven,
J.H.A Logemann, dan Moh Mahfud MD, hukum tata negara adalah sepe-
rangkat aturan yang mengatur struktur serta fungsi pemerintahan. Hal ini
juga meliputi pengaturan hubungan individu dengan negaranya. Dalam
pandangan mereka, hukum tata negara mencakup aspek-aspek organisasi
negara dan perannya dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tata
negara merupakan landasan hukum yang penting untuk menjaga stabilitas
dan keadilan dalam sebuah negara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, istilah “hukum
tata negara” terdiri dari tiga kata, yaitu “hukum’, “tata’, dan “negara” yang
secara khusus membahas tentang penyelenggaraan negara. Makna dari kata
“hukum” sendiri dapat ditarik dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh
para ahli yang menjelaskan bahwa hukum mencakup semua aturan yang
mengatur perilaku dalam masyarakat, termasuk perintah, larangan, dan

sanksi atas pelanggaran aturan (Nuruddin, 2022: 20).

Istilah hukum tata negara memiliki dua pengertian, yakni dalam arti luas
dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, hukum tata negara mencakup hukum
administrasi negara (HAN), hukum tata usaha negara (HTUN), dan hukum
tata pemerintahan (administratif recht). Sedangkan dalam arti sempit, hukum
tata negara meliputi hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlaku
pada waktu tertentu (HTN positif dari suatu negara) (Tutik, 2011: 21).

Secara khusus, istilah hukum tata negara merupakan hasil adaptasi
dan terjemahan yang digunakan untuk merujuk pada cabang ilmu hukum
yang telah lama berkembang serta memengaruhi pola pikir akademis di
Indonesia. Studi literature menunjukkan bahwa istilah hukum tata negara
merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “staatsrecht” atau hukum
negara (state law).

Dengan demikian, dapat disimplkan bahwa definisi hukum tata negara
merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur struktur, fungsi, dan
hubungan antara pemerintah serta masyarakat. Ini mencakup berbagai
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aspek, seperti organisasi negara, pembagian kekuasaan, proses pembuatan
keputusan, serta hak dan kewajiban individu dalam konteks hukum yang
berlaku. Dalam esensinya, hukum tata negara membentuk landasan bagi
sistem pemerintahan suatu negara, menetapkan batasan kekuasaan, dan
menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Objek Kajian Hukum Tata Negara

Berdasarkan pengertian hukum tata negara di atas, diperoleh bahwa objek
utama kajian hukum tata negara adalah negara itu sendiri, baik dalam konteks
yang spesifik maupun dalam konteks waktu dan tempat tertentu, seperti
negara kesatuan republik Indonesia. Negara ini memiliki kedaulatan wilayah
serta tiga fungsi pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta
mampu menjamin hak-hak setiap warganegaranya.

Hukum tata negara menurut Ahmad Sukardja, meliputi empat objek
kajian yang penting untuk dipahami secara mendalam sebagaimana berikut
(Sukardja, 2012: 35).

1. Konstitusi sebagai hukum dasar yang mencakup berbagai aspek pen-
ting untuk dipahami. Ini termasuk perkembangannya dalam sejarah
kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukan dan perubahan
konstitusi, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perun-
dang-undangan, serta cakupan substansi dan muatan isinya sebagai
dasar yang tertulis.

2. Prinsip-prinsip pokok ketatanegaraan yang diikuti dan dijadikan pedo-
man dalam mengorganisasi institusi, pembentukan, serta pengelolaan
negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya dalam pemerintahan dan
pembangunan.

3. Struktur kelembagaan negara serta mekanisme hubungan antara
lembaga-lembaga negara, baik dalam dimensi vertikal, horizontal,
maupun diagonal. Ini mencakup bagaimana institusi-institusi peme-
rintahan berinteraksi dalam hierarki yang jelas, melintasi sektor-sektor
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pemerintahan yang berbeda, dan juga menyentuh koordinasi antarlem-
baga secara lintas sektor.

4. Prinsip-prinsip kewarganegaraan serta relasi antara negara dan warga
negara, beserta hak-hak dan kewajiban dasar manusia, bentuk-bentuk
serta prosedur pengambilan keputusan hukum, dan mekanisme untuk
menentang keputusan hukum.

Keempat objek kajian tersebut merupakan elemen krusial dalam hukum
tata negara yang mencakup struktur kelembagaan negara, interaksi antar-
lembaga negara, prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan negara
serta warga negara, dan hak-hak serta kewajiban dasar manusia. Hal ini
membentuk dasar yang kokoh untuk memahami organisasi, fungsi, dan

interaksi dalam sistem pemerintahan suatu negara.

Dengan memahami dan mempelajari keempat aspek ini, kita dapat
memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana negara diatur,
dikelola, dan berinteraksi dengan warga negara serta lembaga-lembaga
pemerintahan lainnya. Dari pemahaman keempat objek tersebut dapat
disimpulkan bahwa, dua objek utama dari tata negara adalah sebagai berikut
(Nuruddin, 2022: 23).

1. Negara dalam konteks hukum tata negara menjadi pusat perhatian yang
membahas berbagai aspek hukum yang terkait dengan eksistensinya.

2. Konstitusi dalam kajian hukum tata negara dianggap penting dalam
mempelajari konstitusi suatu negara karena konstitusi menjadi aspek
utama yang mencakup segala hal, baik secara materi (isi), formal (proses
pembentukan), administratif, maupun teksual (dokumen). Dengan
memahami konstitusi, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih
mendalam tentang hukum tata negara suatu negara.

Studi tentang hukum tata negara, mencakup struktur lembaga negara,
interaksi antar lembaga tersebut, prinsip-prinsip kewarganegaraan, hubungan
negara dengan warga negara, serta hak dan kewajiban dasar manusia meru-
pakan dasar yang penting untuk memahami organisasi, fungsi, dan hubungan
dalam sistem pemerintahan suatu negara.

KAJIAN HUKUM TATA NEGARA




Dengan mempelajari dan memahami hal-hal tersebut, seseorang dapat
mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana negara
diatur, dijalankan, dan berinteraksi dengan warga negara serta lembaga

pemerintahan lainnya.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Pengertian ruang lingkup dalam tata negara merujuk pada penjelasan tentang
batasan subjek yang terkait dengan sebuah permasalahan. Secara umum,
ruang lingkup dapat diartikan sebagai pembatasan yang menentukan para-
meter dari suatu topik. Batasan yang dimaksud dalam konteks ruang lingkup
dapat mencakup faktor-faktor, seperti materi, lokasi, waktu, dan sebagainya.
Dalam pengertian yang lebih spesifik, ruang lingkup juga digunakan sebagai
metode untuk membatasi cakupan pengetahuan yang sedang diteliti.

Ruang lingkup berperan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa
setiap penelitian atau topik yang dibahas tetap terarah dan lebih terfokus,
sehingga setiap subjek yang diteliti dapat mencapai tujuan yang diinginkan
secara efektif. Prinsip ini berlaku dalam berbagai bidang, termasuk dalam
mencapai tujuan hidup. Dalam konteks kajian hukum tata negara khususnya
di Indonesia, para ahli hukum mengklasifikasinya menggunakan berbagai
pendekatan. Adapun klasifikasinya sebagai berikut (Jurdi, 2019).

1. Ruanglingkup menurut Usep Ranawidjadja

Menurut Usep Ranawidjaja, terdapat empat hal pokok dalam ruang

lingkup hukum tata negara sebagai berikut (Mujiburohman, 2017: 36).

a.  Struktur dasar organisasi negara meliputi bentuk negara, sistem

pemerintahan, corak pemerintahan baik diktatoris maupun demo-
kratis, mekanisme penyebaran kekuasaan negara, garis besar tentang
lembaga pelaksana termasuk perundang-undangan, pemerintahan,
peradilan, wilayah negara, hubungan antara negara dan rakyat, serta
cara pelaksanaan hak-hak politik rakyat.

b. Badan-badan ketatanegaraan yang berperan di dalam struktur
organisasi negara, mencakup proses pembentukan, struktur, tugas,

HUKUM TATA NEGARA




SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Pengertian Sumber Hukum
Dalam bahasa Inggris, istilah source of law digunakan untuk merujuk pada

sumber hukum. Istilah ini sering memiliki interpretasi yang bervariasi,
tergantung pada perspektif yang digunakan oleh individu yang mempelajari-
nya. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, sejarah, sosiologi,
antropologi, filsafat, dan ilmu sosial lainnya juga mempelajari aspek-aspek
hukum (Mujiburohman, 2017: 22).

Sumber hukum mencakup segala hal yang menghasilkan peraturan yang
mengikat dan memaksa, yakni peraturan dengan ketentuan jika dilanggar
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maka akan berujung pada sanksi yang tegas serta jelas bagi pelanggar. Arti

dari “segala hal” adalah faktor-faktor yang memengaruhi munculnya hukum,

faktor-faktor yang menjadi sumber kekuatan berlakunya hukum secara

resmi, di mana hukum dapat ditemukan dan sebagainya.

Terdapat beberapa perbedaan pengertian sumber hukum menurut

beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut.

1.

Menurut Paton George Whitecross menekankan pentingnya menya-
dari bahwa istilah “sumber hukum” memiliki beragam konotasi yang
bergantung pada konteks tertentu. Dia menyoroti kompleksitasnya
dan menekankan perlunya melakukan analisis yang cermat serta men-
dalam untuk mengungkap makna yang tepat sesuai dengan kerangka
pembahasan yang spesifik (Tutik, 2011: 35).

Menurt CST. Kansil sumber hukum adalah segala sesuatu yang mencip-
takan aturan-aturan dengan kekuatan yang memaksa. Artinya, aturan-
aturan tersebut akan menghasilkan sanksi jika dilanggar (Christine,
2014: 57).

Menurut L. J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa istilah “sumber
hukum” digunakan dalam konteks sejarah, masyarakat, filsafat, dan
dalam konteks formal.

Menurut Philipus M. Hadjon Istilah “sumber hukum” memiliki berbagai
makna karena hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh
karena itu, seseorang dapat menjelaskan dengan jelas hukum positif yang
berlaku, serta mengidentifikasi dengan tegas sumber-sumber hukum
positif yang menjadi dasarnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum adalah
segala sesuatu yang menghasilkan aturan yang mengikat dan memaksa.
Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan tersebut akan menimbul-
kan sanksi yang tegas dan nyata. Di samping itu, pengertian sumber
hukum dalam ilmu pengetahuan hukum digunakan dalam beberapa
pengertian yang berbeda oleh para ahli dan penulis sebagaimana berikut.

Sumber hukum dalam pengertian “asalnya hukum” adalah keputusan
yang dikeluarkan oleh penguasa yang memiliki kewenangan untuk

HUKUM TATA NEGARA




melakukan itu. Ini berarti keputusan tersebut harus berasal dari pengu-
asa yang berwenang.

Sumber hukum dalam pengertian “tempat” adalah lokasi di mana
peraturan-peraturan hukum yang berlaku ditemukan. Ini mencakup
berbagai bentuk, seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, yurispru-
densi, atau doktrin. Sumber-sumber hukum ini dapat dijumpai dalam
dokumen-dokumen seperti, UUD Negara Republik Indonesia tahun
1945, ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, dan lain sebagainya.

Sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat atau
seharusnya memengaruhi penguasa dalam menetapkan hukumnya,
seperti keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, atau perasaan terha-
dap hukum.

Menurut penjelasan yang lebih terperinci dari Sudikno Mertokusumo,

istilah “sumber hukum” sering kali digunakan dengan beragam makna

yang memerlukan Kklarifikasi yang lebih rinci untuk dipahami dengan jelas

sebagaimana berikut (Mertokusumo, 1989: 76).

1.

Sebagai landasan hukum, suatu konsep yang menjadi titik awal atau
fondasi bagi berlakunya hukum. Contohnya, kehendak Tuhan yang
diinterpretasikan dalam agama atau keyakinan, kemampuan rasional
manusia dalam memahami dan merumuskan hukum, serta semangat
atau nilai-nilai yang dipegang oleh suatu bangsa dan memengaruhi
pembentukan hukum.

Sebagai undang-undang dari masa lampau yang menjadi dasar bagi
hukum yang berlaku saat ini, seperti hukum Prancis yang memengaruhi
banyak sistem hukum di Eropa dan hukum Romawi yang memberikan
landasan bagi hukum sipil modern.

Sebagai faktor yang memberikan legitimasi formal terhadap berlakunya
peraturan hukum, baik itu dilakukan oleh penguasa ataupun masyarakat
secara kolektif.

Sebagai sumber yang memungkinkan kita untuk memahami hukum,
contohnya meliputi dokumen-dokumen seperti undang-undang.
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5. Sebagai asal-usul terjadinya hukum, baik yang dihasilkan dari hukum
atau hal-hal yang mengakibatkan munculnya hukum.

Untuk menjelaskan pengertian sumber hukum dengan baik, diperlukan
pemahaman menyeluruh. Sumber hukum merujuk pada segala hal atau
faktor yang menjadi landasan dalam pembentukan, penegakan, dan pene-
rapan hukum dalam suatu masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa sumber hukum tidak hanya mencakup
aturan tertulis, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai yang menjadi dasar
dari sistem hukum suatu masyarakat. Oleh karena itu, pengertian sumber
hukum mencakup berbagai elemen yang berperan dalam membentuk
kerangka hukum suatu negara atau masyarakat.

Sumber Hukum Formal dan Sumber Hukum Materiel

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber hukum dapat dibedakan
antara yang bersifat formal (source of law in formal sense) dan sumber hukum
dalam arti material (source of law in material sense). Bagi sebagian besar
akademisi hukum, biasanya yang lebih diutamakan adalah sumber hukum
formal sebelum mempertimbangkan sumber hukum materiel apabila diang-
gap perlu (Asshiddiqie, 2009: 127).
Adapun beberapa penjelasan dari masing-masing sumber hukum baik
materiel dan formal adalah sebagai berikut (Nuruddin, 2022: 41—68).
1. Sumber hukum materiel
Sumber hukum materiel adalah sumber hukum yang menentukan
substansi hukum dan penting dalam penyelidikan asal-usul serta pene-
tapan isinya. Hal ini mencakup pengaruh masyarakat terhadap pemben-
tukan hukum, seperti pengaruh terhadap pembuat undang-undang dan
keputusan hakim.

Dalam sumber hukum materiel ada dua faktor, yaitu faktor ideal
dan faktor kemasyarakatan. Faktor ideal adalah prinsip-prinsip tetap
tentang keadilan yang harus diikuti oleh pembuat undang-undang dan
pelaku hukum lainnya. Sedangkan faktor kemasyarakatan mencakup
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hal-hal yang berlaku dalam masyarakat dan mengikuti aturan sebagai
pedoman kehidupan masyarakat. Hal ini meliputi struktur ekonomi,
kebiasaan, adat istiadat, dan lainnya.

Dalam berbagai literature hukum terdapat hukum materiel yang

terbagi menjadi tiga jenis, di antaranya sebagai berikut.

a.  Sumber hukum historis yang juga dikenal sebagai rechtsbron in
historischezin adalah tempat di mana hukum dapat ditemukan
dalam konteks sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini
terbagi menjadi dua penjelasan, di antaranya sebagai berikut.

1) Sumber hukum yang menjadi tempat ditemukannya hukum
dan pengenalan hukum secara historis meliputi dokumen
kuno, lontar, serta lain sebagainya.

2)  Sumber hukum yang digunakan oleh pembuat undang-undang
dalam mengambil keputusan terhadap hukumnya.

b. Sumber hukum sosiologis yang juga dikenal sebagai rechtsbron in
sociologischezin yang mencakup faktor-faktor, seperti nilai-nilai
agama, pandangan keagamaan, dan aspek kebudayaan yang meme-
ngaruhi substansi dari hukum positif.
c.  Sumber hukum filosofis yang juga dikenal sebagai rechtsbron in
filosofischezin yang terbagi lagi menjadi dua kategori sebagai berikut.
1) Sumber isi hukum yang mengacu pada asal-usul dari konten
hukum.

2) Sumber otoritas dari kekuatan yang mengikat hukum untuk
menjelaskan mengapa hukum memiliki kewajiban untuk dita-
ati dan mengapa kita harus patuh terhadapnya.

Pancasila menjadi sumber hukum materiel di Indonesia sebagai
norma tertib hukum tertinggi dan merupakan prinsip dasar negara yang
fundamental. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan
yang dibentuk harus selaras dengan Pancasila. Oleh karena itu, peraturan
hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh diberlakukan.
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ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

Asas Negara Pancasila

Pancasila dalam konteks ini sering dianggap sebagai dasar filosofis negara
atau ideologi negara. Pancasila digunakan sebagai landasan dalam menga-
tur pemerintahan suatu negara atau dengan kata lain sebagai dasar untuk
penyelenggaraan negara. Bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai
asas dasar negara yang mengimplikasikan bahwa setiap tindakan, baik dari
pemerintah maupun rakyat harus sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran
Pancasila (Rosidin, 2022: 27).

57



Dalam konteks hukum, Pancasila dianggap sumber hukum materiel
sehingga setiap aturan harus sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.
Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional bagi negara
republik Indonesia dengan perubahannya mencerminkan cita-cita hukum
bangsa Indonesia, baik yang tercantum dalam undang-undang maupun yang
tidak tertulisn ( Nuruddin, 2022: 71).

Inti dari pemikiran yang mencerminkan pandangan hidup suatu bangsa

adalah sebagai berikut (Rarawino, 2007: 30—31).

1. Pokok pikiran pertama, yaitu menegaskan bahwa negara melindungi
seluruh bangsa dan wilayah Indonesia dengan prinsip persatuan, serta
mewujudkan keadilan sosial bagi semua warga.

2. Pokok pikiran kedua, yaitu negara berkomitmen mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyatnya. Dalam ranah pemerintahan, semua warga
Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam hal
hukum positif.

3. Pokok pikiran ketiga, yaitu negara bersifat berkedaulatan rakyat. Hal
ini mengindikasikan bahwa dalam negara Indonesia, kedaulatan ada di
tangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan ini dilakukan melalui musyawa-
rah oleh wakil-wakil rakyat.

4. Pokok pikiran keempat, yaitu negara bersandar pada Ketuhanan Yang
Maha Esa yang adil dan beradab. Dalam hal ini, negara menjamin kebe-
basan beragama dan memelihara kemanusiaan yang adil.

Asas negara Pancasila dalam hukum tata negara adalah bahwa Pancasila
menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan
Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila memandu prinsip-prinsip negara
yang berlandaskan pada keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Ini mencerminkan komitmen untuk menjamin kebebasan
beragama dan menjaga kemanusiaan yang adil, serta menegaskan bahwa
negara berdaulat oleh rakyat melalui musyawarah.
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Asas Negara Hukum

Negara hukum adalah lembaga yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum dan
memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan bagi semua warganya.
Keadilan tidak hanya menjadi tujuan, melainkan juga fondasi dari sistem
hukum. Hal ini mencakup memberikan perlakuan yang adil kepada semua
warga tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Selain
itu, keadilan juga mencakup akses yang setara terhadap perlindungan hukum
dan kebebasan individu untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Pahlawan,
2020: 40).

Dengan mempertimbangkan rumusan konsep negara hukum Indonesia
sebagaimana yang tertera dalam konstitusi, Ismail Suny mencatat empat
syarat formal negara hukum yang menjadi kewajiban kita dalam menjalan-
kan sistem pemerintahan republik Indonesia. Terdapat dua konsepsi tentang
negara hukum, di antaranya sebagai berikut.

1. Prinsip recht staats yang berkembang dari revolusi di Eropa sebagai
perlawanan terhadap kekuasaan absolut raja, menegaskan bahwa se-
tiap tindakan harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang
berasal dari rakyat. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut.

a. Setiap tindakan negara harus didasarkan pada undang-undang.

b. Pentingnya pembagian kekuasaan.

c. Perlunya menjamin hak asasi manusia.

d. Adanya sistem peradilan administratif.

2. Prinsip common law mengacu pada the rule of law yang menegaskan
kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap individu memiliki
hak yang sama di mata hukum (Lisda, 2013: 35). Menurut Soerjono
Soekanto, istilah rule of law memiliki setidaknya dua interpretasi yang
berbeda sebagai berikut.

a.  Dalam arti formal, rule of law mengacu pada kekuasaan publik yang
terstruktur dan menyiratkan bahwa setiap tindakan, kebijakan,
atau aturan didasarkan pada hierarki perintah dari otoritas yang
lebih tinggi. Elemen-elemen rule of law dalam konteks formal di
antaranya sebagai berikut.
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Perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pemisahan kekuasaan.

Kewajiban bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai
dengan hukum yang berlaku.

Serta keberadaan sistem peradilan administratif yang inde-
penden.

b.  Rule of law dalam aspek materiel atau idiologis melibatkan evaluasi

terhadap kualitas hukum, termasuk pertimbangan mengenai keba-

ikan atau ketidakbaikan hukum yang mencakup lima hal sebagai
berikut (Yusa, 2016: 32—34).

1)

2)

3)

4)

5)

Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap aturan
yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Penerapan aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak
asasi manusia.

Tanggung jawab negara untuk menjamin terwujudnya keadilan
sosial, kebebasan, dan penghargaan terhadap martabat manusia.
Proses yang transparan dalam mencari keadilan terhadap
tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Kemandirian peradilan dari pengaruh dan tekanan eksternal.

Asas negara hukum memegang peranan penting dalam sistem hukum

suatu negara dengan menekankan bahwa kekuasaan negara harus tunduk

pada hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya

menjamin keseimbangan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga memas-

tikan bahwa setiap individu tunduk pada aturan yang sama di depan hukum.

Dengan demikian, asas negara hukum bukan hanya menjadi landasan bagi

pembentukan dan penegakan hukum, tetapi juga menjadi fondasi bagi

keadilan, kebebasan, dan martabat manusia dalam suatu negara.

Asas Pembagian Kekuasaan

Pembahasan tentang pembagian kekuasaan selalu terkait dengan konsep

yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Menurutnya dalam setiap sistem
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KONSTITUSI

Pengertian Konstitusi

Asal-usul istilah konstitusi pertama kali dikenal di Prancis, berasal dari kata
dalam bahasa Prancis constituer yang secara harfiah berarti membentuk.
Dalam konteks ini, konsep pembentukan merujuk pada proses formal
dalam menetapkan struktur dan aturan dasar suatu negara. Dengan kata
lain, konstitusi adalah dokumen atau serangkaian prinsip yang menetapkan
kerangka kerja dasar yang mengatur organisasi, operasi, dan interaksi negara
dengan warganya serta entitas lainnya (Riyanto, 2000: 17).
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Pengertian konstitusi dapat diinterpretasikan dengan cakupan yang
berbeda, baik secara sempit maupun luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya
merujuk pada norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan di dalam
suatu negara. Sementara itu, dalam arti luas konstitusi mencakup seluruh
ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
atau kombinasi dari keduanya. Konstitusi dalam arti luas tidak hanya menca-
kup aspek hukum, tetapi juga unsur-unsur non-hukum (Utomo, 2007: 2).

Menurut Soemantri Martosoewignjo, istilah konstitusi berasal dari kata
constitution, dalam bahasa Indonesia sering dijumpai dalam bentuk lain
dalam bidang hukum, misalnya Undang-Undang Dasar dan hukum dasar
(Riyanto, 2000: 19). Menurut pendapat lain, Nyoman Dekker menjelaskan
bahwa dalam konteks anglo-saxon, konstitusi memiliki makna yang seban-
ding dengan Undang-Undang Dasar (Riyanto, 2000: 25).

Berlakunya sebuah konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat
didasarkan pada otoritas tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam
suatu negara. Jika suatu negara menganut prinsip kedaulatan rakyat maka
sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Namun, jika negara tersebut
menganut prinsip kedaulatan raja maka keputusan mengenai keberlakuan
konstitusi tersebut ditentukan oleh sang raja.

Hal ini dikenal oleh para ahli sebagai constituent power, suatu wewenang
yang berada di luar dan di atas sistem yang diatur olehnya. Oleh karena itu,
dalam konteks negara-negara demokratis, rakyatlah yang dianggap memiliki
peran sentral dalam menentukan keberlakuan sebuah konstitusi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian
konstitusi adalah dokumen atau rangkaian prinsip yang mengatur struktur,
operasi, dan interaksi suatu negara dengan warganya. Sumber legitimasi
konstitusi dapat berasal dari kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi
seperti raja. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya mencakup aspek
hukum, tetapi juga unsur-unsur non-hukum dalam suatu negara.
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Sejarah Perkembangan Konstitusi

Dalam catatan sejarah, kita menyaksikan bahwa identifikasi antara konsep
konstitusi dan Undang-Undang Dasar dimulai sejak masa pemerintahan
Oliver Cromwell di Kerajaan Inggris (1599-1658). Cromwell menamakan
Undang-Undang Dasar tersebut sebagai the instrument of government atau ius
trusment of government, menandakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut
diwujudkan sebagai panduan dalam pemerintahan (Syafnil, 2011: 73—81).

Konsep tentang konstitusi dalam suatu negara telah ada sejak zaman
Yunani kuno. Pada masa itu, dikenal istilah politeia yang memiliki makna
serupa dengan konsep konstitusi yang kita kenal saat ini. Politeia merujuk
pada semua karakteristik yang menentukan sifat dasar yang unik dari suatu
negara, termasuk susunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan (Strong,
2019: 15).

Revolusi konstitusi juga terjadi di Amerika tidak hanya terbatas pada
Perang Kemerdekaan (1775-1783), melainkan juga mencakup serangkaian
reformasi demokratis di masing-masing dari 13 koloni Amerika. Pada
tahun 1781, kumpulan naskah konstitusi negara telah disusun dan dipubli-
kasikan. Naskah-naskah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis.
Mendukung gagasan pembuatan konstitusi selama periode revolusioner di
Prancis (Strong, 2019).

Sejarah konstitusi mencerminkan transformasi sistem pemerintahan
dan pemikiran politik global. Dari masa Romawi kuno hingga era Revolusi
Amerika dan Prancis, konsep konstitusi berkembang dari peraturan khusus
menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah serta
warga negara. Pada masa renaisans dan pencerahan, muncul pandangan baru
tentang konstitusi sebagai alat untuk memfasilitasi partisipasi aktif rakyat
dalam pemerintahan, yang menguatkan fondasi gerakan demokratis modern.

Revolusi Amerika dan Prancis menjadi titik balik penting dalam sejarah
konstitusi, di mana konsep kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat
semakin terwujud dalam dokumen-dokumen konstitusi yang revolusioner.
Melalui perubahan dinamis ini, konstitusi telah menjadi pilar penting dalam
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memastikan sistem pemerintahan yang demokratis dan menghormati hak

asasi manusia di berbagai negara di seluruh dunia.

Nilai Konstitusi

Dalam praktik pemerintahan, sering kali konstitusi suatu negara tidak

dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalamnya karena

berbagai faktor. Hal ini dapat dianalisis dengan lebih mendalam berdasarkan

riset yang dilakukan oleh Karl Loewenstein yang mengklasifikasikan konsti-

tusi ke dalam tiga penilaian yang berbeda. Adapun tiga penilaian tersebut
adalah sebagai berikut (Kusnardi, 2003: 72—74).

1.

Nilai normatif

Sebuah konstitusi dianggap memiliki nilai normatif ketika konstitusi
tersebut telah disahkan secara sah secara hukum dan faktualnya dite-
rapkan sepenuhnya serta efektif dalam praktiknya. Dalam konteks
nilai normatif konstitusi, terdapat dua isu utama dalam setiap Undang-
Undang Dasar. Pertama, sifat ideal dari Undang-Undang Dasar yang
bersifat teoretis. Kedua, bagaimana mengimplementasikan Undang-
Undang Dasar tersebut dalam praktiknya (Riyanto, 2000: 313—314).

Nilai nominal

Sebuah konstitusi dinyatakan memiliki nilai nominal ketika telah sah
secara hukum, tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya dijalankan
atau diterapkan. Nilai nominal sebuah konstitusi diperoleh saat batas-
batas keberlakuannya tidak sepenuhnya terwujud dalam kenyataan.
Dalam konteks batas tersebut, nilai nominal konstitusi diinterpretasikan.
Jika hanya sebagian konstitusi yang dilaksanakan karena tidak sesuai
dengan kebutuhan lapangan dalam waktu tertentu maka konstitusi
tersebut disebut sebagai konstitusi nominal.

Nilai semantik

Sebuah konstitusi dinyatakan memiliki nilai semantik jika telah disah-
kan secara hukum. Pada kenyataannya hanya berperan sebagai bentuk
formal dari struktur yang sudah ada dan untuk mengatur pelaksanaan
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kekuasaan politik. Sebuah konstitusi dianggap memiliki nilai semantik
ketika disusun dengan sempurna, mencerminkan segala kepentingan
rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi konstitusi
tersebut.

Meskipun dalam teori dan istilah konstitusi dianggap penting, tetapi
dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan yang mengubah bentuk
demokrasi menjadi otoriter dan lain sebagainya. Jika konstitusi sama
sekali tidak dilaksanakan maka disebut sebagai konstitusi semantik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, nilai konsti-
tusi melebihi sekadar sebuah dokumen hukum sebagaimana mencerminkan
prinsip-prinsip moral, politik, dan sosial yang menjadi pijakan suatu negara.
Pentingnya konstitusi terletak pada perannya sebagai landasan kokoh bagi
sistem pemerintahan yang adil dan demokratis, serta sebagai alat untuk
menjaga hak-hak dasar individu.

Namun, nilai konstitusi tidak hanya tecermin dalam teksnya, melain-
kan juga dalam cara konstitusi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Konstitusi yang memiliki nilai yang substansial adalah yang dihormati,
dipatuhi, dan konsisten dalam penerapannya oleh semua pihak terlibat.
Pada akhirnya menjadi fondasi yang kuat bagi kelangsungan negara dan
kesejahteraan rakyat.

Sifat Konstitusi

Dalam ranah ilmu hukum, konstitusi dikenal memiliki sifat fleksibilitas atau
kekakuan, sifat formal dan materiel, serta sifat tertulis dan sifat tidak tertulis.
Adapun penjelasan dari masing-masing sifat yang terdapat pada konstitusi,
di antaranya sebagai berikut (Asshiddigie, 2009: 12).
1. Sifat fleksibilitas atau kekakuan
Naskah konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat memiliki sifat
fleksibel atau kaku yang ditentukan oleh kemudahan perubahan dan
respons terhadap kebutuhan zaman. Contoh negara dengan konstitusi
fleksibel adalah New Zealand dan Inggris tanpa konstitusi tertulis.
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BAB VII

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan pilar penting dalam struktur suatu negara
yang memegang peran vital dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan
negara tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1997),
“lembaga” merujuk pada badan atau organisasi yang bertujuan melaku-
kan penyelidikan, serta sebagai pola perilaku manusia yang mapan terdiri
dari interaksi sosial yang terstruktur dalam kerangka nilai yang relevan
(Kosariza, 2020: 547—556).
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Istilah “lembaga negara” memiliki variasi penggunaan tergantung pada
bahasa yang digunakan. Dalam bahasa Inggris, istilah yang dikenal adalah
“political institution”, sementara dalam bahasa Belanda disebut “staatsorgaan’.

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang sering digunakan meliputi lembaga
negara, badan negara, atau organ negara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia
(1997), “lembaga” diartikan sebagai asal-usul atau bentuk asli yang akan
menjadi sesuatu dan juga merujuk pada badan atau organisasi yang mela-
kukan penyelidikan atau usaha. Andi Hamzah mendefinisikan lembaga
negara sebagai badan atau organisasi kenegaraan (Manggalatung, 2016: 27).

Dalam memahami konsep lembaga atau organ negara, pandangan Hans
Kelsen mengenai state organ dalam karyanya General Theory of Law and State
menjadi penting. Kelsen menjelaskan bahwa siapa pun yang menjalankan
fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum dianggap sebagai suatu organ.
Hal ini menunjukkan bahwa organ negara tidak selalu berbentuk fisik.

Selain organ yang berwujud fisik, setiap tindakan yang diatur oleh
hukum dapat dianggap sebagai organ, asalkan fungsinya terkait dengan
pembuatan atau penerapan norma hukum. Fungsi-fungsi ini, baik yang
bersifat menciptakan norma maupun menerapkan norma, pada akhirnya
bertujuan untuk melaksanakan sanksi hukum (Asshiddigie, 2004: 60—61).

Lembaga negara juga dikenal sebagai lembaga pemerintahan atau
lembaga negara dapat dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan
oleh Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), atau keputusan
presiden. Hierarki atau kedudukan lembaga-lembaga tersebut bergantung
pada tingkat pengaturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Sejarah dan Perkembangan Lembaga Negara

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah terjadi lima kali pengesahan
konstitusi yang berlaku di Indonesia. Pertama, UUD 1945 berlaku dari tang-
gal 17 Agustus 1945—27 Desember 1949. Kedua, Konstitusi RIS 1949 berlaku
mulai dari Desember 1949—Agustus 1950. Ketiga, UUDS 1950 berlaku dari
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Agustus 1950—]uli 1959. Keempat, UUD 1945 kembali berlaku melalui
dekret Presiden dari 5 Juli—21 Mei 1999. Kelima, UUD 1945 mengalami
serangkaian amendemen dengan amendemen pertama pada 19 Oktober
1999 (Mujiburohman, 2017: 89).

Sebelum diamendemen, UUD 1945 tidak menggunakan istilah
“lembaga negara’, melainkan “badan”. Contohnya, BPK dan badan-badan
kehakiman. Dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem peme-
rintahan negara, disebutkan bahwa “kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu
badan yang bernama majelis permusyawaratan rakyat sebagai penjelmaan
seluruh rakyat Indonesia” (Giri, 2016).

Dalam konstitusi RIS, istilah “lembaga negara” digantikan dengan “alat-
alat perlengkapan” Konstitusi RIS merujuk pada mereka sebagai “alat-alat
perlengkapan federal republik Indonesia serikat’, yaitu (Prasetyia, 2011):
kepala negara;
kabinet;
majelis tinggi;
parlemen;

pengadilan tinggi; dan

I

badan pengawas keuangan.

Selanjutnya, dalam tiga keputusan MPR juga terdapat istilah lembaga

negara sebagai berikut (Arliman, 2016).

1. Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966 menjelaskan tentang keduduk-
an serta fungsi semua lembaga negara baik di tingkat pusat maupun da-
erah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 membahas mengenai tata kerja
dan relasi antara lembaga-lembaga pemerintahan tingkat tinggi dalam
sistem negara. Ini termasuk penjelasan tentang posisi dan hubungan
antara lembaga-lembaga tersebut, penting untuk memahami struktur
dan fungsi pemerintahan negara.

3. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 membahas posisi dan hubungan
antaralembaga-lembaga pemerintahan tingkat tertinggi dalam struktur
negara. Ini mencakup penjelasan mengenai tata kerja dan hubungan
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antara lembaga-lembaga tersebut yang merupakan hal krusial untuk
memahami dinamika dan fungsionalitas pemerintahan negara.

Sejarah lembaga negara mencerminkan evolusi sistem pemerin-
tahan dan dinamika politik sebuah negara. Sejak awal sampai sekarang,
lembaga-lembaga tersebut telah mengalami transformasi signifikan untuk
menjawab perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan memastikan tata
kelola yang efektif, demokratis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan
perkembangan lembaga negara sangat penting untuk memperkuat landasan
konstitusional serta meningkatkan keberlangsungan sistem pemerintahan
yang responsif terhadap tuntutan zaman.

Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945

Dalam UUD 1945, terdapat lebih dari 34 lembaga yang disebutkan secara
eksplisit. Setelah amandemen UUD 1945, berbagai istilah seperti badan,
dewan, komisi, mahkamah, majelis, dan lembaga digunakan untuk merujuk
pada organ-organ penyelenggara negara. Setelah amandemen lembaga-lem-
baga negara, baik yang kewenangannya berasal dari UUD 1945 atau undang-
undang dijelaskan secara tegas dengan nama dan wewenangnya sebagai
berikut (Ma’ruf, 2010).
1. Majelis permusyawaratan rakyat (MPR)
Sebelum adanya perubahan UUD 1945, MPR merupakan lembaga
utama dengan kekuasaan tertinggi yang merupakan perwujudan dari
keseluruhan rakyat Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat
(2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "kedaulatan adalah ditangan
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat”.
MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang, dan pelaksana sepe-
nuhnya kedaulatan rakyat.

2. Dewan perwakilan rakyat (DPR)
DPR adalah badan perwakilan yang anggotanya dipilih melalui pemi-
lihan umum. Fungsi utamanya adalah membentuk undang-undang, di
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BAB VI

HAK ASASI MANUSIA

Pemahaman Hak Asasi Manusia

Memahami hak asasi manusia dalam konteks bahasa Indonesia sebagai
hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap individu manusia, memba-
has hak asasi manusia berarti merenungkan dimensi esensial kehidupan
manusia. Hak asasi manusia tidak bersifat pemberian dari masyarakat atau
bentuk kebaikan dari negara, melainkan bersumber dari martabatnya sebagai
manusia (Suseno, 2001: 121).

Pada dasarnya, terdapat dua hak dasar yang melekat pada manusia.
Pertama, hak asasi manusia (human rights) yang ada sejak kelahirannya. Hak
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ini terkait dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan mendasar,
tidak dapat dicabut, serta tidak tergantung pada keberadaan orang lain di
sekitarnya (Wiranata, 2007: 229).

Secara lebih luas, hak asasi manusia menjadi prinsip dalam undang-
undang. Hak ini mencakup kebebasan batin, kebebasan beragama, hak atas
kehidupan pribadi, hak atas nama baik, hak untuk menikah, kebebasan
berkumpul dan menyatakan pendapat, serta emansipasi wanita.

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah droit de
Phomme dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia. Dalam bahasa
Inggris, istilah hak asasi manusia diterjemahkan sebagai human rights,
sementara dalam bahasa Belanda istilahnya disebut menselijke rechten
(Ashari, 2018).

Di Indonesia, umumnya istilah hak-hak asasi atau hak-hak dasar meru-
pakan terjemahan dari basic rights dalam bahasa Inggris dan grondrechten
dalam bahasa Belanda. Beberapa pengarang menggunakan istilah hak-hak
fundamental sebagai terjemahan dari fundamental rights dalam bahasa
Inggris dan fundamentele rechten dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat,
selain istilah human rights, juga digunakan istilah civil rights (Rosana, 2016:
37—53).

Pengertian hak asasi manusia dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa,

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadan

manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut I Gede Pantja Astawa, terdapat beberapa sifat yang melekat
pada hak asasi manusia sebagaimana berikut (Evendia, 2022).
1. Fundamental
Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaannya sangat penting untuk
memastikan perkembangan manusia yang sesuai dengan potensi, aspi-
rasi, dan martabatnya.
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2. Universalitas
Hal ini berarti hak tersebut adalah milik setiap individu tanpa terkecuali,
tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin.

3. Invisible
Hal ini berarti hak asasi manusia harus dipandang secara menyeluruh
karena hak-hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya tidak boleh
dipisahkan satu sama lain karena saling berhubungan serta bergantung.

4. Inaliable
Hal ini berarti hak tersebut tidak dapat dicabut, tetapi dapat dibatasi
oleh hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan seperti penaha-
nan, penculikan, penyanderaan, atau pembatasan kebebasan seseorang
dengan alasan yang tidak sah menurut hukum tidak diperbolehkan.

Dengan sifat tersebut, penegakan hak asasi manusia harus diperhatikan
secara sungguh-sungguh di dalam negara agar tidak terjadi pelanggaran
yang dilakukan oleh lembaga penegak yang seharusnya bertanggung jawab
atas hak asasi yang seharusnya dijamin oleh hukum. Karena keterkaitan hak
asasi manusia dengan hukum sangatlah kuat.

Hak asasi manusia sebenarnya adalah hak-hak yang kodrati dan univer-
sal yang pada dasarnya tidak memerlukan pengakuan formal. Namun,
menurut Muladi dalam konteks kehidupan sosial, politik, dan hukum yang
semakin kompleks, penerapan hukum terhadap hak asasi manusia akan
memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, dengan
memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam hukum positif, hak
tersebut akan dijamin secara hukum dan juga menunjukkan bahwa hukum
itu adil serta menghormati martabat manusia (Kusmaryanto, 2021).

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebaiknya diatur
dalam konstitusi karena konstitusi biasanya mencakup bill of rights.
Undang-Undang Dasar juga mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh
warga negara sehingga sering disebut sebagai undang-undang tentang hak.
Hak-hak warga negara atau penduduk didasarkan pada isi Undang-Undang
Dasar (Fatilina, 2019).
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Pemikiran mengenai hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari
kontribusi para pemikir besar yang memengaruhi keberadaan dan perkem-
bangan HAM. Konsep ini ditandai dengan munculnya gagasan hak kodrati
(natural rights theory).

Pemahaman tentang hak asasi manusia adalah bahwa hak-hak tersebut
merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu manusia, bera-
sal dari martabatnya sebagai manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.
Pemahaman ini melibatkan kontribusi pemikiran para intelektual besar yang
memengaruhi kemunculan dan perkembangan konsep hak asasi manusia,
seperti konsep hak kodrati.

Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum

Menurut Aristoteles (384—322 SM), konsep negara hukum adalah gagasan
tentang negara yang berdiri di atas hukum, menjamin keadilan bagi semua
warganya. Bagi Aristoteles keadilan menjadi syarat penting untuk mencapai
kebahagiaan hidup bagi warga negara. Untuk mewujudkannya maka penting
bagi setiap individu untuk diberi pengajaran nilai-nilai moral guna menjadi
warga negara yang baik.

Aristoteles percaya bahwa pemerintahan dalam suatu negara bukanlah
sebab individu manusia, melainkan oleh pemikiran yang adil dengan pemim-
pin yang sebenarnya hanya bertindak sebagai penegak hukum dan menjaga
keseimbangan dalam masyarakat (Nurcahyono, 2010: 149).

Di Indonesia, istilah negara hukum sering diterjemahkan sebagai rechts-
taat atau the rule of law. Konsep rechtstaat pada dasarnya berakar pada sistem
hukum Eropa Kontinental. Pemahaman tentang rechtstaat mulai populer
pada abad ke-17 sebagai respons terhadap situasi politik dan sosial di Eropa
yang didominasi oleh absolutisme raja. Konsep rechtstaat dikembangkan
oleh para ahli hukum dari Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant
(1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl (Afif, 2018).

Republik Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai sebuah negara
hukum sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang

HUKUM TATA NEGARA




berbunyi, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan ketentuan ini,
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus didasarkan pada prin-
sip-prinsip negara hukum seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Selanjutnya, Von Munch berpendapat bahwa esensi negara berdasarkan
hukum, di antaranya sebagai berikut (Imri, 2022).
1. Hak-hak asasi individu yang mendasar.
2. Pembagian kekuasaan yang jelas.
3. Keterikatan semua lembaga negara pada konstitusi, serta keterikatan
peradilan pada hukum dan konstitusi.
Prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukum.
Pengawasan yudisial terhadap keputusan pemerintah.
Perlindungan peradilan dan hak-hak dasar selama proses peradilan.

N o

Pembatasan terhadap efek retroaktif undang-undang.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Indonesia berusaha menerapkan
sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana setiap
kebijakan pemerintah didasarkan pada aspirasi dan kepentingan rakyat. Oleh
karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Indonesia menganut asas demokrasi
karena syarat-syarat untuk negara demokrasi ini telah dipenuhi dan dijelas-
kan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) (Rahman, 2018).

Pengakuan tentang hak asasi manusia (HAM) dalam konteks negara
hukum menyatakan bahwa dalam sebuah negara yang menganut prinsip
negara hukum, pengakuan terhadap HAM menjadi fundamental. Hal ini
menandakan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah haruslah berda-
sarkan pada prinsip-prinsip HAM yang mencakup perlindungan hak-hak
dasar setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, peng-
akuan terhadap HAM menjadi pijakan untuk keadilan, keseimbangan, dan
kelangsungan sistem hukum yang adil dalam suatu negara.

Hak Asasi Manusia dan Konstitusi

Dapat dengan jelas dipahami bahwa konstitusionalisme minimal mencakup
dua elemen yang sangat penting. Pertama, adalah konsepsi negara hukum
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yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum harus melampaui kekuasaan
pemerintah, yang berarti bahwa hukum harus memiliki kapasitas untuk
mengendalikan dan mengatur politik.

Kedua, konsepsi hak-hak sipil warga negara yang menegaskan penting-
nya kebebasan individu di bawah jaminan konstitusi, sambil menetapkan
batasan terhadap kekuasaan negara yang hanya dapat diperoleh melalui
legitimasi konstitusi (Rudy, 2013).

Oleh karena itu, keterkaitan antara hak asasi manusia dan teori negara
hukum menjadi tak terpisahkan. Setiap negara yang berlandaskan pada
hukum memiliki empat prinsip utama, yaotu kepastian hukum, kesetaraan
di mata hukum, demokrasi, dan tujuan pemerintahan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat (Usman, 2018).

Tujuan negara hukum adalah melindungi hak-hak dan kebebasan asasi
manusia dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Oleh karena itu,
jaminan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip pokok yang menan-
dakan bahwa suatu negara hukum bertujuan untuk menegakkan supremasi

hukum.

Pemastian penegakan hak asasi manusia harus diatur dalam konstitusi
suatu negara karena keberadaan Undang-Undang Dasar dimaksudkan untuk
menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat serta wewenang yang
dimiliki oleh pemerintah. Dengan demikian, fungsi utama Undang-Undang
Dasar adalah untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah atau kewenangan
lembaga-lembaga negara sehingga batasan tugas dan wewenangnya menjadi
lebih jelas.

Dengan demikian, sebuah konstitusi menetapkan dua hal sebagai beri-
kut (Asshiddigie, 2021).

1. Wewenang dan prosedur kerja berbagai lembaga negara ditetapkan.
2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi individu sebagai
warga negara dijelaskan secara merinci.

Selain itu, menurut Sri Soemantri terdapat empat unsur penting dalam
negara hukum, di antaranya sebagai berikut (Amalia, 2021).
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1. Pemerintah dalam segala aspeknya diwajibkan untuk bertindak sesuai
dengan hukum, baik yang tercatat dalam peraturan maupun yang tidak.
Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara terjamin.

3. Terdapat pembagian kekuasaan di dalam negara.

4. Pengawasan dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Salah satu dari keempat unsur tersebut adalah jaminan terhadap hak
asasi manusia sebagai warga negara. Penjaminan ini menunjukkan bahwa
setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa tidak boleh melang-
gar hak-hak yang telah diatur. Artinya, pemerintah baik secara luas maupun
spesifik harus selalu menghormati hak-hak tersebut.

Secara lebih khusus, jaminan terhadap hak asasi manusia membutuh-
kan perlindungan hukum bagi individu yang berada di bawah kekuasaan.
Sesuai dengan esensi negara berdasarkan hukum dan pentingnya penetapan
Undang-Undang Dasar dalam sebuah negara (Ardinata, 2020).

Konstitusi dalam suatu negara berfungsi sebagai instrumen untuk meng-
atur dan mengendalikan kekuasaan, baik dalam struktur politik tingkat tinggi
maupun rendah. Oleh karena itu, selain mencakup hak asasi manusia yang
pada dasarnya merupakan manifestasi dari kekuasaan, konstitusi juga bertu-
juan untuk membatasi kekuasaan atau hak asasi manusia di dalam negara.
Akibatnya, konstitusi menetapkan batasan terhadap hak asasi manusia atas
kekuasaan-kekuasaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi
manusia (HAM) memiliki peran penting dalam sebuah konstitusi, menjadi-
kannya sebagai dasar yang kuat untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar
individu dari campur tangan negara atau pemerintah. Konstitusi berperan
sebagai landasan hukum yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan
penegakan HAM di suatu negara.

Konstitusi yang kokoh dan progresif mencerminkan komitmen sebuah
negara terhadap prinsip-prinsip HAM. Melalui ketentuan-ketentuan yang
jelas dalam konstitusi, negara menegaskan kewajibannya untuk menghor-
mati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia setiap individu
dalam yurisdiksinya.
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Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam
UUD RI Tahun 1945

Kepedulian terhadap pentingnya jaminan perlindungan hak asasi manusia
di Indonesia dapat ditelusuri jejak sejarah dalam pembentukan negara
Indonesia pada tahun 1945 hingga saat ini. Pada masa itu, terjadi perdebatan
mengenai dasar negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UUD 1945 telah mencan-
tumkan beberapa ketentuan mengenai hak asasi manusia. Meskipun demi-
kian, pengaturan tersebut dianggap masih kurang rinci. Oleh karena itu,
muncul pertanyaan apakah perlu menetapkan secara terperinci mengenai
hak asasi manusia (Arsyah, 2023).

Undang-Undang Dasar 1945 yang pada awalnya hanya memiliki enam
pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, kemudian mengalami
penambahan pasal terkait hak asasi manusia pada amandemen kedua
bulan Agustus 2000. Sebelum dilakukannya perubahan, beberapa pera-
turan perundang-undangan telah menjadi dasar untuk amandemen UUD
1945. Peraturan-peraturan tersebut mencakup Tap MPR Nomor XXVI/
MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Tap MPR Nomor IV tentang GBHN,
serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Arief, 2019).

Salah satu poin penting dalam perubahan kedua UUD 1945 adalah
tentang hak asasi manusia. Berbeda dengan UUD 1945, perubahan kedua

UUD 1945 memasukkan hak asasi manusia sebagai satu bab tersendiri, yaitu
BAB XA yang terdiri dari 10 pasal (EI-Muhtaj, 2017).

Penambahan formulasi hak asasi manusia dalam jaminan penghor-
matan, perlindungan, pelaksanaan, serta kemajuan dalam UUD 1945 tidak
semata-mata karena tekanan isu global, melainkan karena beberapa hal yang
merupakan salah satu syarat bagi negara hukum. Hak asasi manusia sering
digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat peradaban, demokrasi,
dan kemajuan suatu bangsa (Hermanto, 2023).
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Jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam UUD RI Tahun 1945
menandakan komitmen yang kuat dari negara terhadap prinsip-prinsip
demokrasi dan supremasi hukum. Melalui penambahan pasal khusus yang
mengatur hak asasi manusia dalam amandemen kedua UUD 1945, negara
menegaskan pentingnya mengakui, melindungi, dan menghormati hak-hak
dasar setiap individu dalam yurisdiksinya. Ini mencerminkan evolusi hukum
dan nilai-nilai sosial dalam menjawab tuntutan masyarakat akan keadilan
dan kemanusiaan.

Dengan demikian, jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam
UUD RI Tahun 1945 merupakan langkah penting dalam membangun
fondasi hukum yang inklusif dan berkeadilan. Namun, tantangan masih
tetap ada dalam memastikan penerapan dan penegakan hak asasi manusia
yang lebih efektif sehingga upaya untuk meningkatkan kesadaran serta
perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi sangat penting dalam
memperkuat fondasi demokrasi dan kemanusiaan di Indonesia.
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SISTEM PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Umum dan Perwujudan Demokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilihan umum merujuk pada
proses pemungutan suara yang diadakan secara serentak oleh seluruh rakyat
suatu negara untuk memilih wakil rakyat dan berbagai jabatan lainnya.
Pemilihan umum dipandang sebagai salah satu instrumen pelaksanaan
demokrasi yang bertujuan untuk melibatkan rakyat dalam menentukan para
wakil dan calon pemimpin mereka yang dianggap memiliki kapasitas atau
tanggung jawab untuk mewakili serta bertindak atas nama kelompok yang
lebih besar melalui jalur partai politik (Md, 2014: 60).
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Para pemilih dalam pemilu dikenal sebagai konstituen dan para peserta
pemilu mengajukan berbagai janji serta program selama masa kampanye.
Kampanye dilaksanakan dalam periode dan waktu yang telah ditetapkan
menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara berlangsung,
tahapan penghitungan dimulai (Mustika, 2018).

Asal-usul kata demokrasi dapat ditelusuri ke bahasa Yunani, terdiri
dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti
memerintah. Istilah demokratia diperkenalkan sekitar 2.400 tahun yang lalu
dengan prinsip dasarnya tetap tidak berubah meskipun pelaksanaannya telah
mengalami evolusi. Secara terminologi, demokrasi dapat diartikan sebagai
pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk
kepentingan rakyat (Sarira, 2022).

Melihat evolusinya, demokrasi terus berkembang, seperti yang dinya-
takan oleh Bagir Manan bahwa demokrasi adalah fenomena yang tumbuh
secara alami, bukan sesuatu yang diciptakan. Oleh karena itu, praktik demo-
krasi di setiap negara dapat bervariasi. Meskipun demikian, suatu negara
dapat dianggap sebagai demokrasi jika setidaknya memenuhi unsur-unsur
dasarnya. Adapun unsur-unsur dasarnya adalah sebagai berikut (Wijaya,
2021, 822—830).

1. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam perkumpulan di-
perbolehkan.

Kebebasan berekspresi telah dijamin.

3. Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum diakui.
Peluang untuk mencalonkan diri atau menduduki jabatan pemerintahan
disediakan.

5. Aktivis politik dapat melakukan kampanye untuk mendapatkan
dukungan.

6. Sumber informasi yang beragam tersedia.

7.  Pelaksanaan pemilihan yang transparan dan jujur dijamin.

8. Lembaga-lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan harus berda-
sarkan pada keinginan rakyat.
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Dengan adanya delapan unsur tersebut, beberapa hal utama yang perlu
diperhatikan dalam konteks pemberdayaan kedaulatan rakyat di Indonesia
adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk
mencalonkan diri atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan negara,
memastikan pelaksanaan pemilihan yang bebas dan jujur, serta menegaskan
bahwa semua lembaga yang terlibat dalam merumuskan kebijakan peme-
rintah harus memperhatikan aspirasi rakyat.

Secara teoretis, prinsip kedaulatan rakyat sebagai fondasi dan doktrin
telah ada sejak zaman monarkomaken dan telah berkembang melalui pemi-
kiran para filsuf seperti Buchanan Althusius, serta perkembangan hukum
alam yang diprakarsai oleh filsuf terkemuka seperti JJ. Rousseau yang meng-
usulkan teori volonte general (kehendak umum) sebagai otoritas tertinggi.
Dalam konteks pandangan JJ. Rousseau, Soehino mengidentifikasi dua
konsekuensi konseptual sebagai berikut (Muhtar, 2024).

1. Rakyat memiliki hak untuk mengubah atau menggulingkan penguasa
yang ada, mencakup kemampuan atau izin yang dimiliki oleh rakyat
untuk melakukan revolusi terhadap penguasa yang sedang berkuasa.

2. Pemahaman bahwa kekuasaan berasal dari rakyat yang dikenal sebagai
konsep kedaulatan rakyat, menganggap rakyat sebagai suatu entitas
kolektif yang tidak hanya terdiri dari jumlah individu, tetapi juga sebuah
Gemeinschaft yang bersifat abstrak.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa demo-
krasi merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai
unsur utama dalam struktur negara. Dalam hal perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan pemerintahan, partisipasi aktif serta peran utama rakyat
sangatlah penting. Oleh karena itu, konsep kedaulatan rakyat menjadi fondasi
yang fundamental dalam sistem negara demokratis.

Keterkaitan antara pemilu dan demokrasi dapat dilihat dalam hubungan
yang sederhana, yaitu bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk paling
nyata dari pelaksanaan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai sistem
pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat maka mekanisme
yang digunakan oleh rakyat untuk menentukan pemerintahan tersebut
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adalah melalui pemilihan umum, di mana partai politik berperan sebagai
peserta (Mulyadi, 2019).

Pemilihan umum merupakan landasan utama bagi prinsip demokrasi,
di mana rakyat memiliki kekuatan untuk memilih wakil-wakil mereka dan
menentukan arah masa depan negara. Melalui proses pemilihan tersebut,
rakyat berkesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan
politik, serta mengungkapkan preferensi dan aspirasi mereka.

Hal ini mencerminkan esensi dari demokrasi sebagai sistem pemerin-
tahan yang berlandaskan pada kehendak dan partisipasi rakyat. Dengan
demikian, pemilihan umum tidak hanya sekadar proses pemungutan suara,
melainkan juga merupakan representasi dari nilai-nilai demokrasi yang
ditegakkan, di mana keadilan, kebebasan, dan partisipasi publik menjadi
dasar utama dalam penjagaannya.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) memiliki peranan krusial dalam negara-negara
demokratis, terutama dalam negara republik seperti Indonesia. Pemilu
berperan penting dalam memastikan tiga prinsip utama, yaitu demokrasi,
kedaulatan rakyat, serta legitimasi dan kelancaran pergantian pemerintahan
secara berkala (Labolo, 2015).

Sementara menurut pendapat lain, pemilu merupakan salah satu hak
asasi warga negara yang sangat prinsipiel. Hal ini karena dalam pelaksana-
annya, hak asasi tersebut menuntut kewajiban pemerintah untuk menye-
lenggarakan pemilu. Sejalan dengan prinsip bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat maka kewenangan untuk menentukan hal tersebut kembali
diserahkan kepada rakyat. Oleh karena itu, pemilu dianggap sebagai prasya-
rat mutlak bagi negara yang mengadopsi demokrasi untuk menjalankan
kedaulatan rakyat (Tutik, 2011: 331).

Sistem pemilihan umum berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan
ini disebabkan oleh variasi dalam sistem partai politik, kondisi sosial dan
politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, serta faktor-faktor
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lainnya. Oleh karena itu, penentuan sistem pemilihan umum sering menjadi
subjek perdebatan di antara partai politik.

Namun dalam memilih sistem pemilihan umum, perlu memperhati-
kan berbagai kondisi yang ada. Hal ini menjadi panduan bagi pemerintah
dan partai politik dalam menetapkan sistem pemilihan umum yang tepat.
Seperti yang disampaikan oleh Donald L. Horowitz, beberapa faktor yang
harus dipertimbangkan dalam sistem pemilihan umum, di antaranya sebagai
berikut (Lestari, 2018).

Perbandingan antara jumlah kursi dengan jumlah suara yang diperoleh.
Pertanggungjawaban terhadap konstituen (pemilih).

Kestabilan pemerintahan yang dihasilkan.

Menentukan pemenang mayoritas.

Membuka peluang bagi koalisi lintas etnis dan agama.

A

Kesempatan bagi minoritas untuk menduduki jabatan publik.

Pertimbangan terkait jenis sistem pemilihan umum, seperti yang diuta-
rakan oleh Donald L. Horowitz dan Andrew Reynolds hanya relevan dalam
konteks negara demokratis. Pertimbangan tersebut menitikberatkan pada
seberapa baik suara rakyat tecermin di parlemen sehingga kebijakan yang
diambil benar-benar mencerminkan keinginan mereka. Namun, dalam
negara dengan sistem politik otoriter, kediktatoran militer, atau pemerintahan
komunis, hal-hal tersebut bukanlah prioritas bahkan sering kali pemilihan
umum sendiri tidak diadakan.

Pemilihan umum (pemilu) memiliki serangkaian fungsi yang saling
terkait. Salah satunya adalah sebagai alat legitimasi politik yang sangat
penting. Fungsi legitimasi ini menjadi esensial terutama dalam sistem politik
yang menggunakan pemilu sebagai cara utama pemilihan. Melalui proses
pemilu, legitimasi pemerintahan yang berkuasa dapat diperoleh, serta
mendukung validitas program-program dan kebijakan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, pemerintah yang didasarkan pada hukum yang
disetujui bersama, tidak hanya memiliki wewenang untuk memerintah,
tetapi juga dapat memberlakukan sanksi atau imbalan kepada mereka yang
melanggar aturan tersebut (Setiawan, 2020).
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Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan tahap krusial dalam
sistem demokrasi suatu negara. Pemilu tidak hanya sekadar proses pemilihan,
tetapi juga memiliki implikasi mendalam dalam legitimasi politik, partisipasi
publik, dan stabilitas pemerintahan. Melalui pemilu, masyarakat memiliki
kesempatan untuk mengekspresikan preferensi politik mereka, memilih
para wakil yang akan mewakili kepentingan mereka di tingkat legislatif dan
eksekutif, serta menentukan arah kebijakan negara.

Dengan demikian, pemilu juga berperan dalam memberikan legitimasi
bagi pemerintah yang terpilih, memastikan akuntabilitas politik, dan menjaga
keseimbangan kekuasaan antara pemerintah serta masyarakat. Proses pemilu
yang adil, transparan, dan partisipatif adalah prasyarat utama untuk menjaga
integritas demokrasi, membangun kepercayaan publik, serta mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak dua belas kali hingga
tahun 2019. Pemilihan-pemilihan tersebut dilaksanakan pada tahun 1955,
1971,1977,1982,1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan yang terakhir
pada tanggal 17 April 2019. Di bawah ini, akan dijelaskan secara singkat
tentang penyelenggaraan pemilu dalam setiap periode tersebut (Rosidin,
2022: 245).
1. Pemilihan umum tahun 1955
Pemilihan umum tahun 1955 dilatarbelakangi oleh serangkaian pergan-
tian kabinet yang berkelanjutan dan instabilitas politik yang timbul.
Menanggapi respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mengambil
langkah dengan mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun
1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai upaya untuk menye-
derhanakan partai politik menjadi dua tujuan utama, yakni untuk
melaksanakan prinsip demokrasi dan mencapai stabilitas politik.
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Dampak dari sistem kabinet parlementer dan multi partai dalam
konteks sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu adalah sering
terjadinya kabinet yang berkuasa serta mengalami masa jabatan yang
singkat. Kabinet-kabinet tersebut sering kali gagal dalam menjalankan
program-program yang telah dirumuskan sehingga terpaksa mengun-
durkan diri (Andriyan, 2016).

Fenomena ini disebabkan oleh tingginya rivalitas antarpartai poli-
tik, di mana partai oposisi cenderung mencari kelemahan kabinet yang
berkuasa untuk menjatuhkannya. Setiap partai politik lebih memen-
tingkan kepentingan partainya sendiri daripada kepentingan nasio-
nal secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan dalam
pemerintahan dan menghambat kemajuan nasional, menimbulkan

kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Peserta pemilu 1955 dapat dikelompokkan berdasarkan ideologi
mereka, di antaranya sebagai berikut.

a. Partai politik yang berideologi nasionalis dalam pemilu 1955
meliputi Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Gerakan Pembela Pancasila, Partai
Rakyat Nasional, Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia
(PPPRI), Partai Buruh, Partai Rakyat Indonesia, PRIM, Partai R.
Soedjono Prawirosoedarso, Partai Indonesia Raya Wongsonegoro,
Partai Indonesia Raya Hazairin, serta Persatuan Rakyat Marhaen
Indonesia (PERMALI).

b. Partai politik yang berideologi Islam dalam pemilu 1955 termasuk
Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia
(PSII), Partai Islam Perti, AKUI, dan Partai Politik Tharikat Islam
(PPTI).

c. Partai yang memiliki ideologi komunis dalam pemilu termasuk
Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ACOMA.

d. Partai yang berideologi sosialis dalam pemilu termasuk Partai
Sosialis Indonesia (PSI), Partai Murba, Partai Rakyat Desa, dan
Baperki.
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e. Partai yang berideologi Kristen/Nasrani mencakup Partai Kristen
Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Pemilihan umum tahun 1955 diselenggarakan dalam dua tahap.
Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September untuk memilih anggota
DPR, sementara tahap kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955
untuk memilih anggota konstituante. Tahapan awal dalam pelaksanaan
pemilu adalah pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh PPS sejak 17
bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Jumlah pemilih yang
terdaftar pada saat itu mencapai 43.104.464 orang.

Pemilihan umum masa pemerintahan orde baru

Pada era pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden
Soeharto, penyelenggaraan pemilu dimulai dengan situasi darurat pada
tahun pertama 1965—1967. Krisis politik terjadi, terutama setelah upaya
kudeta Gerakan 30 September yang melibatkan PKI dan underbouw-nya.
Langkah-langkah politik dari Soekarno, seperti menerbitkan surat perin-
tah sebelas maret (supersemar) kepada Letjend Soeharto, memerintahkan
pengambilan tindakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.

Dalam konteks formal, pemilihan umum di bawah pemerintahan
Orde Baru diatur secara berkala, dimulai pada tahun 1971, dilanjutkan
pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam tenggang waktu
lebih dari dua puluh tahun, terdapat enam kali pelaksanaan pemilu. Hal
ini menandakan bahwa pemilu memiliki peran tak terpisahkan dalam
dinamika politik selama era Orde Baru (Jurdi, 2018).

Pemilihan umum di era Orde Baru menggunakan sistem proporsi-
onal yang dimodifikasi. Namun, pada kenyataannya tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar proporsional. Sistem ini tidak mendekati demokrasi
yang diharapkan. Oleh karena itu, membuat rakyat hanya dijadikan alat
untuk mencapai kekuasaan yang tidak terbatas.

Pemilihan umum pada tahun 1955 ini selalu berpusat pada pemilihan
anggota legislatif. Selama era Orde Baru, ada enam pemilihan umum
yang diadakan, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
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Pemilihan umum pada masa reformasi

Setelah Presiden Soeharto lengser pada tanggal 21 Mei 1998 atas desakan
mahasiswa, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengambil
alih jabatan presiden. Pada saat itu, tuntutan masyarakat untuk segera
menyelenggarakan pemilu baru atau mempercepat pemilu meningkat
karena hasil pemilu 1997 dianggap tidak sah dan perlu diganti segera.

Alasan diadakannya pemilu yang dipercepat adalah untuk menda-
patkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, termasuk dunia
internasional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap
pemerintahan dan lembaga-lembaga yang terbentuk setelah pemilu 1997.

Pada pemilu 1999, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah
peserta dibandingkan dengan pemilu sebelumnya sejak 1971. Hal ini
terjadi karena adanya kebebasan yang lebih besar dalam mendirikan
partai politik. Jumlah partai politik yang mengikuti mencapai 48, meski-
pun masih jauh lebih sedikit dari total jumlah partai yang terdaftar di
Departemen Kehakiman dan HAM yang mencapai 141 partai.

Pada pemilu 1999, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah
peserta dibandingkan dengan pemilu sebelumnya sejak 1971. Hal ini
terjadi karena adanya kebebasan yang lebih besar dalam mendirikan
partai politik. Jumlah partai politik yang ikut serta mencapai 48, meski-
pun masih jauh lebih sedikit dari total jumlah partai yang terdaftar di
Departemen Kehakiman dan HAM yang mencapai 141 partai.

Pada pemilihan umum masa reformasi terdapat beberapa sistem
pemilihan umum yang terjadi, di antaranya sebagai berikut.
a.  Sistem pemilihan umum anggota DPR tahun 1999
Pemilu 1999 adalah pemilihan pertama setelah jatuhnya kekua-
saan Presiden Soeharto yang dipimpin oleh Presiden B. . Habibie.
Pemungutan suara ini dilaksanakan dalam kerangka sistem politik
demokrasi liberal, di mana tidak ada lagi pembatasan terhadap
jumlah partai peserta seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya
yang hanya melibatkan Golkar, PPP, dan PDIL.
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Sebelum mengadakan pemilu, pemerintahan B. ]J. Habibie
mengajukan tiga rancangan undang-undang sebagai dasar hukum
untuk penyelenggaraan pemilu 1999. Ketiga rancangan undang-
undang tersebut mencakup rancangan undang-undang tentang
partai politik, rancangan undang-undang tentang pemilu, dan
rancangan undang-undang tentang susunan serta kedudukan MPR,
DPR, dan DPRD.

Ketiga rancangan undang-undang tersebut diproses oleh
ketujuh tim yang dipimpin oleh Ryaas Rasyid dari Institut Ilmu
Pemerintahan. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, barulah
pemilu dapat dilaksanakan.

Setelah Pemilu 1999, pembagian kursi menjadi fokus karena
penggunaan sistem proporsional dengan varian party-list. Pemilu
ini juga mencerminkan perubahan politik signifikan, di mana
Partai Golkar mengalami kekalahan dan kehilangan pemilih di
Jawa kepada PDI-P dan PKB.

b.  Sistem pemilihan umum anggota DPR tahun 2004
Pemilu 2004 menjadi momen bersejarah dalam politik Indonesia,
diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai
Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ini merupakan
kali pertama di mana dilaksanakan tiga pemilihan umum secara
terpisah untuk dua lembaga politik yang berbeda.

Pemilihan umum 2004 merupakan pemilu pertama yang
menerapkan hasil amandemen UUD 1945 dalam memilih anggota
DPD. Anggota DPD nantinya akan menjadi anggota MPR bersama-
sama dengan DPR. Mereka juga akan menggantikan posisi fraksi
utusan golongan dan fraksi TNI dan polri yang sebelumnya tidak
dipilih melalui mekanisme pemilihan umum.

c.  Sistem pemilihan umum tahun 2009
Pemilu tahun 2009 merupakan pemilu ketiga di era reformasi yang
diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk
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memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota
DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) di seluruh Indonesia untuk
periode 2009—2014.

Pemilihan menggunakan sistem representasi proporsional
dengan daftar calon terbuka, di mana jumlah kursi yang diperoleh
oleh setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang
diperoleh oleh masing-masing partai.

Penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2009 tertera dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sistem pemilihan umum tahun 2014

Tujuan pelaksanaan pemilu tahun 2014 mencakup pemilihan legis-
latif untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD, serta pemilihan
presiden. Pemilihan legislatif yang berlangsung pada tanggal 9 April
2014, sementara pemilihan presiden dilaksanakan pada tanggal 9
Juli 2014. Jika hasilnya memerlukan dua putaran, putaran kedua
akan diadakan pada bulan September 2014.

Beberapa perbedaan antara pemilu 2014 dan pemilu 2009,
yaitu adanya partai politik yang berhasil mencapai ambang batas
persentase suara nasional pada pemilihan terakhir diakui sebagai
peserta pemilu pada pemilihan berikutnya.

Persyaratan untuk menjadi peserta pemilu juga mengalami
penambahan, dengan persyaratan tambahan termasuk memiliki
kepengurusan di 75% kabupaten/kota di provinsi yang bersang-
kutan dan menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu
atas nama partai politik kepada KPU.

Pemilihan umum yang diatur oleh undang-undang, dilak-
sanakan oleh KPU dan bawaslu. Lembaga khusus yang bertugas
mengawasi agar tuntutan terkait pemilihan umum diajukan ke
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instansi yang sesuai dan diselesaikan dengan benar. Pelanggaran
yang bersifat kriminal umumnya ditangani oleh polisi dan penga-
dilan biasa, sedangkan pelanggaran administratif ditujukan kepada
KPU.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dalam sistem pemi-
lihan umum yang terjadi dalam proses ini diatur oleh undang-undang dan
diawasi oleh lembaga khusus, seperti KPU dan Bawaslu. Penyelenggaraannya
melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk peserta pemilu,
pemilih, serta pengawas pemilu.

Pemilihan umum ini merupakan tonggak penting dalam demokrasi
Indonesia yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan
wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga legislatif. Meskipun terdapat
tantangan dan perbaikan yang diperlukan, penyelenggaraan pemilihan
umum ini merupakan bagian integral dari proses demokratisasi negara serta
harus dijalankan dengan transparan, adil, dan akuntabel demi kepentingan
publik yang lebih luas.

Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai instrumen dalam mewujudkan
demokrasi merupakan tanggung jawab komisi pemilihan umum (KPU).
KPU saat ini memiliki tiga periode yang terhitung sejak periode refor-
masi tahun 1998. KPU pertama (1999—2001) dibentuk melalui Keputusan
Presiden Nomor 16 Tahun 1999 dengan 53 anggota yang berasal dari unsur
pemerintah dan partai politik, dilantik oleh Presiden B] Habibie (Nengsih,
2019: 51—61).

KPU kedua (2001—2007) didirikan melalui Keputusan Presiden Nomor
10 Tahun 2001, terdiri dari 11 anggota yang berasal dari latar belakang
akademis dan LSM, dan diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid
pada 11 April 2001. KPU ketiga (2007—2012) dibentuk melalui Keputusan
Presiden Nomor 101/P/2007, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari anggota
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Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur,

fungsi, dan kewenangan lembaga negara dalam suatu sistem politik. Ini

meliputi konstitusi, organisasi pemerintahan, hak dan kewajiban warga

negara, serta hubungan pemerintah dan masyarakat. Prinsip-prinsip

demokrasi, supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan

perlindungan hak asasi manusia penting dalam hukum tata negara.

Perkembangan hukum ini erat kaitannya dengan sejarah politik negara,

seperti perubahan rezim, revolusi, dan perkembangan sosial. Berbagai

sistemn tata negara, seperti republik, monarki, atau federasi, memiliki

aturan dan prinsip yang mencerminkan nilai-nilai masyarakatnya.
Didalam bukuini, memuat materi-materi berikut.

* Negaradan Sistem Pemerintahan

* Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia

* Kajian Hukum Tata Negara

*  Sumber Hukum Tata Negara

*  Asas-Asas Hukum Tata Megara

* Konstitusi

* |Lembaga-Lemnbaga Negara

* Hak Asasi Manusia

* Sistem Pemilihan Umum
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